KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 129 Tahun 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGKAJIAN

DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka mengembangkan kemampuan intelektualitas dan meningkatkan penelitian dan pengabdian masyarakat serta menunjang penyelenggaraan akademis Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, dipandang perlu membentuk Lembaga Pengkajian;

b. bahwa pembentukan Lembaga Pengkajian pada Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat
:
1.
Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‑pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor  55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang‑undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang‑undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3047). Sebagaimana telah diubah dengan Undang‑undang Nomor 5 Tahun 2003;

3. Undang‑undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 28 Tahun 2001;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;

M E M U T U S K A N  :

Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGKAJIAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.
Lembaga Pengkajian adalah Lembaga Penelitian, Kajian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berada di lingkungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri;

2.
Pusat Pengkajian Pendidikan Kader adalah Unsur teknis yang mempunyai tugas menyelenggarakan kajian di bidang pengajaran, pelatihan dan pengasuhan ;

3.
Pusat Pengkajian Pemerintahan adalah Unsur teknis yang mempunyai tugas menyelenggarakan kajian di bidang Organisasi, Manajemen, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Politik dan Hukum Administrasi Pemerintahan;

4.
Pusat Pengkajian, Pembangunan adalah unsur teknis yang mempunyai tugas melaksanakan kajian di bidang pembangunan ekonomi baik pada tingkat nasional maupun daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;

5.
Pusat Pengkajian Kemasyarakatan adalah unsur teknis yang mempunyai tugas melaksanakan kajian di bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

6.
Direktur adalah Direktur Lembaga Pengkajian.

Pasal 2

 (1)
Lembaga Pengkajian mempunyai tugas melakukan penelitian dan kajian dalam rangka menunjang program pendidikan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat;

(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Lembaga Pengkajian mempunyai fungsi :

a.
pelaksanaan pengkajian pendidikan kader yang meliputi seluruh aspek siklus pembelajaran bidang pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan;

b.
pelaksanaan pengkajian Pemerintahan yang meliputi bidang Otonomi Daerah, Keuangan Daerah dan Politik Lokal;

c.
pelaksanaan pengkajian Pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah dalam rangka percepatan penyelenggaraan otonomi daerah ;

d.
pelaksanaan pengkajian kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan masyarakat dalam rangka percepatan perwujudan masyarakat pembelajaran;

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Lembaga Pengkajian dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dan bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri;

Pasal 3

(1)
Lembaga Pengkajian di lingkungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri terdiri dari :

a. Pusat Pengkajian Pendidikan Kader;

b. Pusat Pengkajian Pemerintahan ;

c. Pusat Pengkajian Pembangunan;

d. Pusat Pengkajian Kemasyarakatan.

(2)
Pusat Pengkajian dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 4

Keanggotaan Pusat Pengkajian sekurang‑kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dengan satu (1) orang Sekretaris.

Pasal 5

Bentuk Struktur Organisasi Lembaga Pengkajian tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

Pasal 6

Pembiayaan kegiatan Lembaga Pengkajian dibebankan kepada Mata Anggaran Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri dan atau sumber lain yang diperoleh oleh Lembaga Pengkajian Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri;

Pasal 7

Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan lain yang mengatur tentang Pusat Kajian pada Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2003

MENTERI DALAM NEGERI
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